
BUPATI HAI,ITAIIERA BARAT
PROPIITSI MALUKU UTARA

PERATURAIT BUPA?I HALMAIIERA BAR#T

rrroMoR I TArrlts 2a2s

TEtrTANG

PTTUIrJUK TEKIIIIS PEflGELOLAAIT DAITA DESA
XABUPATTIT HALMAIIIRA BARA'T

TAIIUS ANGGARAIIT 2ol23

DEIVGAIT RATIMAT TUHAIT YAI{G 1I{A}IA ISA
BUPA?I HALMAI{ERA BARAT,

Menimbang : a. bahu,a untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Republik lndonesia Nomor 201/PMK.A7 / 2A2'2 tentang

Pengeiolaan l)ana Desa dan sebagai bentuk upa-va dalam

meningkatkan manajemen pela-vanan pengelolaan secara ter:arah

dan terkendali, dipandang perhi ditetapkan Petunjuk Teknis

Pela.ksanaan IJana Desa Kabnpaten Halmahera Barat Tahun

Anggaran '2423;

b. bahrva berd"asarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada

huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati Halrnahera jlarat

t.entang Petunjuk 'leknis Pengelolaan Dana l)esa Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2423;

N{engingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Propinsi Maiuku Utara, Kabupaten lluru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Sebagain:ana I'elah Diubah Dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang*undarrg Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten l{almairera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten l{almahera Timur, dan

i{ota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a2861;

2.

.J
!).
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7.

8.

10.

11.

12.

Z

lJndang-undang Nomor 1 Tahr"rn '2O{J4 tent-ang Perbendahal'aan

Negara {Lembaran Negara Repubilk Ilrlonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambairan i-em-rraran Negara Ncmor a355i;

Unrlang-unrlang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

Irengelolaan dan Tanggung Jar,vab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan l\ntara Pemerintah Pusat dan Daerah;

tjndang-Undang Nornor 6 'fahun 2Ol4 tentang Desa {I.embarat

Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95i;

Undang-Untiang i.{ornor 23 Tahun 2Oi4 tentang Pemerintaha:r

Daerah {Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2414 Nouror

'244., Tambahan l-emtraran Negara Republik Indonesia Nornor

5587i;

Unciang-Unclang li{omor 2 'I'airun 242fr tentang .Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 'llahun

2020 tentang Kebdakan Keuangan Negara dan Statrilitasi Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2A19

1COVID-i9) cianlatau <iaiam rangka ivienghadapi Ancan:an yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sisterr Keuangan men-jadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lnrlonesia Tahun 2A2A Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Inrionesia i.{omor65 i6i;
Peraturan Pemerint-ah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Ferimtranggan;

Peraturan Pernerintah l\omor 38 Tahun '2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi clan Peurerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nnuror' 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Ifesa

ilembaran i'[egara Repubiik indonesia Tahun 2Ai4 i'{omor i23,

Tambahan I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 553E)

.Iunto Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint-ah llepubiik

inrionesia Nomor 43 Tahun '2()i4 tentarlg Peraturan Peiaksanaan

Unrlang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 t"entang Desa {Lembaran

Negara Republik Inclonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

X
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13. Peraturan Pemerintah I?epublik Indonesia Nomor 60 Tahttn '24L4

tentang Dana Desa Yang ilersumber l)arj Anggaran Pendapatan

Dan Belary'a Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, llamLrahan Lembaran Negara l{epublik trndonesia

Nomor 5558) Junto Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

N*mor 22 Tilhun 2015 tentang Per-ubahan Atss Pe::atlir**

Pemerintah Nomor 60 Tiihun 2AV tentang Dana Desa Yang

Bersrirnber Dari Anggaran Pendapatan IJan Belanja Negara

{l,embaran Negara Republik lndonesia 1'ahun 2015 Nortor 88.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 56')4)

Junto Peraturan Pemerintatr Nomor B Tahun l}l{i tentang

Peri:bairan Keclua Atas Pemerintah Nomor 6l) Tahun 2014

Tentang Ifana l)esa Yang lSersurnber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia'lahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind*nesia

Ncmor 586a i ;

14. Per-a-tr,rlan Femerintah Nomor I2 'I'ahun 20lq tentang Pengelola-an

Keuangan l)aerah { Lembaran Negara Republik inrlonesia Tahun

'Z}lq Nomoi'42, Tambahan k:mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

i5. Peraturan Fresirien Repubiik indonesia Nomor i04 Tahun 2A2i

tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Beiania Negala;

15. Peraturan Menteri Dalam l{egeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

17" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangX

Perubahan Atas Peratt-rran Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan ['roduk ]{ukum Daerah;

lS.Feratur-ar: ivienteri llesir, Fer.rri:anguiian Daer-ali 'irrtinggal d.l-n

Transmigrasi Nomar I Tahun 2A2'2 tentang Penetapan Frioritas

Penggunaan lJana l)esa'lahun 2A23;

lg.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang

Pengelolaan llana Desa;

2$.Peraturan Daerah Kabupaten I-ialmahera Barat Nomgr 2 Tahun

2021, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi I'erangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Balat;

Ztr.Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat, Nqrmor 5 Tahun

2*'2'2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania lJaerah

Kabupnten HaLmahera" llarat tahun anggaran 2A'23;

J ).Pel'aturan Eupa'"i llaimahel'a Barat l\icmcr l0 1l'ahun l0i6 tentang

Susunan Perarrgkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
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23.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A. 'lahun ZO21

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Bupati I{aimahera Barat i,{omor 69 Tahun 2o2z .enrang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'Iatrun

Anggaran 2A23;

flIETfrU.Tti$KAIT :

l,{enetapkan : PEIi{TUIL{N BUPATI TtrNTANG PtrTUN.IUK TtrKNiS PENGtrLOLAA}I

DA}{A DtrSA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAT{UN ANGGAIq,qN

20,23.

BAB I
KTITI]NTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Perat.uran Bupati lni, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengflaraan urusan pemerintah oieh

Pemerintah Daerah dan DPRD rtrenurut asas otonou:i dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagairnana dimaksutl

dalam {,/ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
n n^'-- "': -''1' !-\--^*eh crt-.t-r. T-inna!a !\r,^rc1- l-ac.!r..i+ f).r..^*-r,^i I-l-.,.--^1^ ^-1-^^^:.). i (.Lrt(.irljLiaiI i.rdt:ji1 rr a.Liaraiii i\{-i-ri.iia jia( t'aIi UijStI-lA l't:i'ai.igiiat LrilC.i^&I-i ';C'Dagai

Llnsur penvelen ggara Pemerintahan Daerah Kabupa [err i{almahera Barat.

4. Kepala Ilaerah adalah Bupat-i }{al,ryrahera Barat.

5. Dinas Pernberdayaan Mas-varakat dan Pemerintahan Desa {DPMPD} adalah

Dinas Pem-herrial,aan iviasyarakat dan Pemerintairan Desa Kabupaten

Halmahera Barat;

6. Badan Pengeloiaan Keuangan Daerah (tsPKD) adaiah Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

7. Dinas Pemberriayaan iviasvarakat rian Pemeriniahan Desa adaiah Dinas

Pemberdayaan Masl,arakat dan Pernerintahan Desa Kabupaten Halmahera

Barat

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Katrupaten

Flaimahera Barat.
q. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten

Flalmahera Barat.

trO.Desa ncialah kesatuan masvarakat hukurn -yang rnemiliki batas-batas rnilayah

yang berwenang untuk mengatur rian mengurus kepeniingan masyarai<at

setempat, bertlasarkan asal-rlsul setempat yang rliakui dan rlihonnati dak:ur

sistem Pemerintairan Negara Kesatua n Republik Indonesia.

1 1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala

Desa cian perangkat.

A
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l2.Pemerintah Desa arlalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Llnsur

Penyelenggara Pemerintahan Desa.

i3. Kepaia iiesa aciaiah pemimpin Pemerintahan riesa yang belwenang, i:erhak cian

berkervajiban menyelenggarakan urusan rurnah tangga sendiri clalam hnl
pemerintairan, pembangunan clan pem berdal,aan masyarakat.

14.I3adan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD aclalah lembaga
Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

lS.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perunriang-

undangan yang dibuat Badan Permus,,.;awaratan Desa atau narna lailnya
bersama Kepala Desa atau nama lainnva.

i6.Keputusan l)esa ariaiah Keputusan Kepaia Desa _yang berkeduciukan hukum
dibawah Peraturan Desa bersifat menetapkan dalam pelaksanaan Peraturan

Desa.

17.Dana Desa yang selanjutnya disetrut Dana Desa adalah dana yang dialokasikan
oieh Pemerintah Daerah untuk riesa yang bersumber riari Anggaran
Pendapatan dan Elelanja Negara.

lS.Rencana Kerja Pemerintatr Desa, selanjutnya disebut RKpI)esa, adalah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah llesa untuk -jangka
waktu i (satui t.ahun"

tr9.Rencana Pembangunan Jangka lUenengah Desa, selanjutnya clisebut RPJM

Desa, adalah Rencana l{egiatan Pembangunan Desa i-rntuk jangka u,aktu S

ienam) tahun.

2[l.Per:geioiaan Kei-rangan Desa ariaiah keseiuruhan kegiatan yang meiiputi
perencanaan, penganggararl, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jarvatrnn

clan pengawasan keuangan desa.

2l.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah

rencana tahunan Pemerintahan Desa yang riibahas dan disepakati nersama

oleh Pemerrintah Desa dan Badan Permusyanvaratan Desa dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

22.Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya mempunyai ker,venangarl menyeienggarakan keseiuruiran

pengelolaan keuangan desa.

23.Pelaksana Teknis Pengelolaan Kerlangan l)esa yang selanjutnya disebul PTPKD

adalah perangkat desa ygang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakalt
pengeioiaan keuangan riesa.

24.lJendahara l)esa aclalah perangkat desa vang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menlrimpan, men-Vetorkan, menatausahakan, rnernbayarkal clan

mempertanggungjarrabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

rrPBDesa"

25.Panderni COVID- 19 adaiah benc:rna yang disebabkan oleh taktor nonalarrr yaitu

Coraruc Virtts Dtsease 2019 (COVID 19) yang mengancart diln mengganggrl

kehidupan dan penghidupan masyarakat l)esa, sehingga mengakibatkan

korban jit'a rnanusia serta tiampak sosiai, ekonorni. kesehatan tian kejir,vaan

a tau psikologis rrranusia. x
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26.Desa Aman COVID-19 adalah konrlisi kehidupan Desa yang tetap produktif di

tengah Panclemi COViD- 19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol

kesehatan dengan menggunakan masker. menjaga jarak iisik, rian cuci tangan

dengan satrun dan air rnengalir.

27. Bantuan Langsung -I\rnai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan

Iangsung berupa dana tunai yang bersumber dari l)ana l)esa kepacla keiuarga

penerima maniaat ciengan kriteria yang rlisepakati dan diputuskan meialui

filusya\l,rarah Desa.

28.SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan

kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli

iingkungan, Desa petiuii penriidikan, Desa rarnah perefiipuan, Desa 'nerjejariug,

dan Desa tanggap tmdaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunafl

Berkelanjutan.

BAB ii

Felaksanaan

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengeioiaan Dana Desa se-oagaimana tercantum riaiam Lilmpiran i

dan Ii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ciari Peraturan Bupati ini.

Pasai 3

Besaran Dana Desa untuk rnasing-masing Desa ditetapkan dalam Perat-uran Presiden

Nonror 130 Tairun 2O2'2 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan l3elanja Negara

Tahun Anggaran 2A'23 yang seianjutn5ra clijabarkan daiam Ileraturan ivlenteri

Kenangan Nomor 201/PMK /07 /'2A22 tentang Pengelolaan Dana l)esa Tahun 2A')3.
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BAI] Iil

Penutup

Pasai 4

ilal-hal teknis yang belurn diatur dalam Peraturan Hupati ini akan diatur lebih lar:jut

dengan Keputusan Bupati.

Pasai 5

Peraturan Bupat-i ini mulai. beriaku parla tanggal diunrlangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pcngundarigan Peraturan

Bupati ini dengan menempaikan claiam Beriia Daerair Kabupaien Hairnahera Barat

ini.

tt)'Z3

BARAT,

JAMES UANG

ilirindangkai: di Jaiiuii;

pada tanggal lt Fabruari 2a23

StrKRtrTARIS DAtrRAH

KABUPATtrN HAI.MAHERA BARAT

NiP. 19660424 19q2 03 1"009

BERITA DAtrRAH KABUPATtrN IIALMAHERA BARAT TAHUN 2423 NOMOR

Salinan sesuai riengan asiLrya,

Kabag. H & Organisasi Setda Katr" Halmahera Rarat

bina IV/aPe

tt

Ditetapkan di Jailolo

Paria tanggai \t

Ass. Bid. Pem dan kesra

Ass.Bid Adm Umum

Muda Madya IV/d

30128 2A06 04 1 009

BUPATI
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : I TAHUN2A23

TANGGAL : 1$ F€Br-uREr 2023

TEITTTASG ; PETUIYJTIK TEKIIIIS PEIITGELOLAAS DAtrlA DESA I{ABUPATEIT

HALITTAIIERA BARAT TAIIUil ANffiARAIIT 2A2g

I. MAI(SUD DAIT TUJTIAtr

A. *Iaksud.

Petun-iuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2023 diharapkan rnenja<li Pedoman bagi Pemerintatr

Desa dalarn mengelnla Dana Desa Tahun Anggaran ZA2S.

fi E,-!-_
,E . r -rrJ-lran

iVlemberikan Pedornan Teknis dalam melakukan Pengelolaan Dana

Desa pada Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Felaporarf.

iI. RUAI$G LITfGKUP

A. Pengorganisasian

Guna menunjang aktifitas Dana I)esa dibentuk Tim sebagai berikut

1. Tingkat Kabupaten.

Tirn lrasiLitasi Kabupaten ditetapkan dengan srlrat
Keputusan r3upati terdiri dari pejabat dan staf satuan Keria

Perangkat l-laerah (SKI,D) terkait yang mempun],ai rugas :

a. MenYusun clan melaksanakan sosialisasi pedoman urrlum,

kebijakan dan inlbrmasi mengenai Dana l)esa.

b. Menetapkan besaran f)ana Desa yang diterima l)esa
berriasarkan rumusan -vang teiah ciitetapkan dan sesuai

ketentuan yang beriaku.

c. Meiakukan lasiiitasi penyaluran Dana Ilesa

d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara

sampiing berriasarkan iaporan riari Kecamatan terhariap
pelaksanaan Dana Desa;

e. Melakukan fasilitasi perrecahan rnasalah dalam

pelaksanaan Dana Desa

1" ivlembantu Tim Penriamping Kecamatan riaiam memLrerikan

pelatihan, crientasi kepada Tim peiaksana Desa

g. Men_varnpaikan laporan pelaksanaan Dana I)esa kepacla

Bupati,
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'2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan

terdiri dari camat cian staf yang diteiapkan ciengan surat
Keputusan Bupati Halrnahera Barat, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a" Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa

b. ivlemveriiikasi rian merekapituiasi rencana penggunaan

L)ana Desa.

c. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah ctaiam

pelaksanaan Dana Desa;

.i. fuIeiaki-rkan pembinaan cian monitoring peiaksanaan Dana

Desa;

3. Tingkat Desa

1. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

a. IVlenetapkan kebijakan rentang peiaksanaan ripil
Desa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang rnilik
Desa;

c. Iyleiakukan tindakan vang mengakibarkan pengeiuaran aras

beban APB Desa;

d. Menetapkan PPKD;

e. Menyetujui IIPA, DPPA, <ian DPAL;

f. ivien3'etujui RAK Desa; cian

g. Menyet.ujr-li SI']P.

2. PPKD yang ciitet.apkan melalui Keputusan Kepala Desa

Susunann_va terdiri atas :

a. Sekretaris iiesa seiragai koor<iinator;

b. Kaur dan Kasi setragai pelaksana anggaran dan dapat

dibantu oleh Tim ; dan

c. Kaur keuangan sebagai Rendahara"

Tugas Sekrer-aris Desa :

1. Mengoordinasikan penylrslrnan dan pelaksanaan

kebijakan AFB Desa;

'2" Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

rian rancangan perubahan APB Desa;

3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturarl

Desa tentang APB Desa, perubahan APB l)esa, clan

pertanggungjarn,aban pelaksanaan APB Desa;

1. fuIengoorriinasikan penyusunan rancangan perat.uran

kepala Desa tentang Penjabaran APB l)esa dan

Perubahari Penjabaran APB Desa;
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5. Mengoordinasikan tugas perangkal. I)esa lain
yang menjalankan tugas ppKD; dan

6. iviengoorriinasikan penyusunan iapor.al:

keuangan lJesa dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa.

7. Melakukan verifikasi terhadap DpA, DppA, clan

D}}AL;

8. Melakukan verifikasi terhadap RAK llesa; dan
q. Mr:lakukan veri{ikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa

Tugas Kaur rian kasi peiaksana kegiatan :

1. Melakukan tindakan ,yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang
tugasn-va;

2. Ivieiaksanakan anggaran kegiatan sesuai biclang

tugasnl,'s;

3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnva;

4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuaj biciang

tugasnva;

5. Menandatangani perjanjian kerja sama rlengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan

-yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Iv1en3rilssn iaporan peiaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasn3,a untuk pertanggungl'ar,rraban

pelaksanaan APB Desa.

Tugas Kaur l(euangan :

i. xrlenvusun RAK Desa; dan

2. Metrakukan penatausahaan yang meliputi rnenerima

menvirnpan, menyetorkan/ membayar,

menatausahakan dan mempeltanggungjar,l,abkan

penerimaan pendaparan Desa dan pengeiuar.an daiam

rangka pelaksanaan APB I)esa.

Tim Pelaksana Kegiatan.

Kaur dan Kasi dalam rnelaksanakan tugas) dapat
ciibantu oieh tim yang melaksanakan kegiatan pengaciaan

barang/jasa -yang karena sifat dan jenisnya tid"ak dapat
dilakukan sendiri.

Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan melalui
Keputusan Kepaia Desa berclasarkan hasii rnus.yau.arah

L)esa pacla penyusunan RKPlJes. Susunan ?PK terdiri dari
Ketua dan Anggota dengan jumlah disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
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B. Pelaksanaan

1. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana l)esa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa mciiginformasikan Secara terbuka kepada mas3'arakat Dcsa

hal- hal sebagai trerikr-rt:

a. Data Desa selta peta potensi dan sumber daya

Pembangrrnan I)esa;

b. Dokumen RRIMDesa;/

c. Program/proyek masuk Desa;

d. Besaran anggaran Desa rian surnber pembiavaan

pembangunan Desa; dan

e. Kebijakan Prioritas Penggunaan l)ana Desa unt-uk

npmrrtjhr,rlr ekcnami na.sional, pl-og1am priaritas
iiLilr uau r(rr1

nasional, dan mi"tigasi dan penangallan bencana alam

dan nonalam vang rnendukung SDGs Desa'

2. Musvar,varah dusun/kelomPok

a. warga Desa mendiskusikan renc:ana Prioritas Penggunaan

I)ana Desa berdasarkan rlata rlan inforrnasi vang diberikan oleh

Desa melalui berbagai forum diskusi.

b. Tirn penyusunan RPilylDesa atalr tirn penYusunan RKP Desa

menyelenggarakan musyaNrarah dusun/kelompok untuk

mendiskusikan lencana Prioritas Penggunaan l)ana Desa.

C. Masyarakat Desa merumuskan usulan progfam dan kegiatan yang

<iiprioritaskan untuk riidanai dengan Dana Desa; rian

Hasil Musyaw-arah rlusunlkelompok menjadi usulan wal'ga daiam

Mus-vawarah l)esa.

3. Mus5rs1il/srah Desa

penetapan priortras Penggunaan Dana Desa riibahas cian ciisepakati

rlaiam Musl,anvarah Desa. Masyarakat Desa rvaiib mengarval Lisuliln Priaritas

penggunaan Dana l)esa agar dibatras dan disepakati cialam Musyarvarah

lJesa. Berita acara Mlsyawarah Desa menjadi pedoman rlalam penyusunan

rlokumen RPJiviDesa, l?KP Desa, rian aPB Desa'

A

@
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1. Tahar: Penvusunan Rancangan RKp tr)esa

Kepala Desa rvajib rrrempericmani hasil kesepakatan musvarvarah Desa
berkaitan dengan prioritas penggunaan iJana Desa. Kegiatan-kegiatal ).ang
disepakati untuk dibiayal dengan Dana Desa ter"muat dalam ciokumen
rancarrgarl RKF Desa. Daiarrr rangka pen-yusunarl rancangarr RKtr Desa
khususnva terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah l)aerah Kabupal.en
berkewajiban men_vampnikan kepada seluruh Kepala l)esa di wilayahn-ya
tentang informasi sebagai berikut:
a. Pagu inclikatif Dana Desa; dan
b' Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang riihitung

berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta rlata IDM, Kepala Desa
lnerancang prioritas penggunaan l)ana Desa riengan berclasarkan
perhitr_rngan terhadap:

a. Kemanfaatan hasil kegiatan;

b' Usulan dan aspirasi mas--varakat Desa serta peran serta masyarakat
IJesa riaiam peiaksanaan kegiatan;

c. Pengelolaan dan pemanfaat-an hasil kegiatan serta perawatan dal
pelestariannya;

d. Pengawasan masyarakat terhadap petraksanaan kegiatan;
e' Penclayagunaan sumberriaya rnanusia, sumirer da;ra aiam serta

sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan ya11g r1ikelola secara
manrliri oleh Desa; dan

5. Tahap Penetapan RKp Desa.

Kepaia Desa berkew'ajiban rnen-vampaikan kepacia masyarakar Desa
rancangan RKP Desa ]rang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang gkan
dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa men-yelenggarakan mus-yawarah
perencanaan pembangunan Desa {musrenbang Desa) _vang dihadiri oleir
ijPD rian unsur masyarakat Desa. Rancangan idKp Desa, ter::ras1rk
rrlncangall prioritas kegiatnn -yang dibiayai dari Dana Desa han-rs clibahns
dan disepakati dalam musrenbnng Desa. Hasil kesepakatan dalarn
rausrenbang Desa menjadi perloman bagi Kepaln Desa dan tspD dalam
rnenyusun Feraturan Desa reniang RKp Desa.

6" Tahap Penyusunan Rancangan AFBIlesa
Pernbiayaan kegiatan dengan Dana Desa riipastikan setelah adanva

Peraturan Menteri Keuangan -yang mengatur mengenai pengelolaan Dana
I)esa. Berciasarkan peraturan riimaksud, riiketahui besaran Dana Desa
untuk masing-rnasing l)esa.

Bupati berkernajiban menlrarnpaikan dan mensosialisasikan keparia,/
I)esa-I)esa peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeiolaan Dana l)esa.
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Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagairnana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati

Besaran Pagu Dana Desa seLragaimana dimaksud, pada ayat {1} terdiri
a1"as:

a. Pagu Dana lJesa untrik non tsLT Desa; dan
h" Fagu Dzrna lJesa untu BLT llesa

5) Kepala Desa mengajukan permohonarr penvaluran Dana l)esa kepada
Bupati melalui Camat dengan meiampirkan pers.varatan penyaluran
setiap tahapan.

6) Camat rnener:usket perl-nrlhcnan penyslsr*n Dena Desa rlari Ken.qla
Desa kepada Bupati c.q kepala DpMpD Kab. Halmahera Barat.

7) Kepala DPMPD Kab. Flalmahera Barat menliampaikan permohonan
kepada Kepala Badan Pengetolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
llaimahera Barat clisertai berkas per-rnohonan penyaluran ciengan
tembusii,n disampaikan kepada Sekretaris Daerah .

8) Berdasarkan persetujuan sebagairnana rlimaksud angka 7, Kepala BpKD
Kab' Halmahera Barat mengajukan clokumen persyaratan penlraluran
Dana Desa setiap Tahapan dalam bentuk dokumen cligital atau
dokumen fisik melalui aplokasi OnLine Monitoring Sisten
Perbendaharaan ctan Anggaran Negara (oMSpAN) kepada KpA
Pen3ralrr-r'an lJana, Alokssi Khr-rsus cl-an llana Desa- rrntr-rk dilakukan
pemindahbukan dari Kas umum Negara ke rekening Kas Desa,

9) Setelah Dana Desa ditransfer ke rekening Kas Desa, maka Kepala Desa
bertanggungjar,r,.ab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan Dana
Desa.

l0)Penyatrur-an L)ana Desa sebagainrana rlimaksu<i pada a-yat {l} 4ilaku}ear-r
daIam 3 itiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 409'o (empat puluh pr:r*en] dari pagu nana uesa
setiap Desa pating cepat bulan Januari clan paling iambat bulan
Juni;

b" Tahap II selres:rr 40yo (ernpat puluh persen) dari pagu l)ana L)esa
sciiap Desa paling cepat hrulan Maret dan paling lamtrat blian
Agustus; dan

c. Tahap III sehevrr" 2o':,,,. {dua puluh persen) d*,iri pagu Dana Desa
setiap Desa paling cepat bulan Juni.

i 1)Penyaluran l)ana Desa sehagaiurana dimaksud paria angka 9 {Sembilal}
huruf a sampai dengan c setelah dikurangi kebutuhan BLT clana rlesa
selama 12 (Dua Belas) Bulan;

12,}Pagu Dana llesa Non IJL'I' sebagaimana dimaksud pacla poin 4 iEmpat)
huruf a diatas rlipriotrit*lskan penggunaana_va antar-a lai:r untuk ;

a. Dana operasi<lnal pemet{r:tah desa paling ban-vak 3% {il'iga Fersetr)

d;:ri ;*ngg*rr$tr dir;ra riesa;

J,I

4)
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Kepala Desa rlelancang pembiayaan kegiatan dengan l)ana Desa dengan

berpedoman kepada RKP Desa. Dana Ilesa dibagi untuk rnembiayai

kegiatan-kegiatan sesuai daltar urutan kegiatan yang suclah ditet-apkan

dalam RKP Desa. Kepala Desa riilarang secara sepihak mengubah daftar

kegiatan ).ang direncanakan clibiai,ai Dana Dese :iang su<1ah ditctapkan

clalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian

dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa

berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepa<la masYs 13]q31

Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi

rancangan APB Desa diiakukan sebelum rlokumen Rancangan Peraturan

Desa tentang APB l)esa disampaikan Kepala Desa kepada l3r"rpati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyarnpaikan keberatan

kepada Kepala lfesa apabila rancangan penggunaan lJana Desa berbeda

ciengan rencana yang sudah diletapkan dalarn Peraturan Desa tentang RKP

Ifesa. Dalam ha1 Kepala I)esa berkeras untuk mengubah rencfrna

pengguna-an T)a,na lJesa- ]rang sudah diteta-.okan dalam RKP llesa, maka L3PI)

berker.l,ajiban menyelenggarakan musyanvarah Desa untuk membahas dan

menl,epakati rencana penggunaan Dana l)esa. Dengan demikian,

rancangan Peraturan l)esa tentang APB Desa yarlg tlisampaikan l{epatra

Desa kepacia Rupati harus dipastikan diierima oieh seb*rgian besar

mas3,arakat Desa.

7. Tahap Evaluasi ltancangan APBDesa

Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

ApBDesa khr"rsusnlra rencana penggunaan Dana Desa. trvaluasi dimaksud

diaclakan untuk mernastikan bahwa kegiatan-kegiat*ln yang dibiayai Dana

I)esa memenu.hi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

a. Termasuk bagian rlari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan

kewenangan 1okal berskala Desa;

6. Ter-masuk urusan pembanglrnan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa;

c. ?idak iu.mpang ijndih ileng;rir progi'ami kegiatan dar i Pcrneriiiiah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemertntah Daerah Katrupaten;

cl. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APEI

Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas

penggLlnaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-

unclangan ter-rnasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan

I)ana f)esa Tahun 2023.

C. Mekanisme Penyalurano Pencairan Dana Desa dan Penggunaan Dana

Desa

1] Dana l)esa rlisalurkan clari }?I{UN ke RKD melalui RKUD.

2\ penlraluran Dana Desa sebagaim*rna rlimaksud pada ii3'at { 1) rlilakukan

rrelalui pemoton€lafl lJana Desa $t: tjalr Daerah Kabupaten rlan

penl,,al_rran clana hasii pemotongan Dilna l)esil ke RKlf.
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Program ketahanarl pangan d,an hewani paling sedikit 20yo { Dua
Puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan
iumbung pangan rlesa; dan

Dukungan program sektor prtoritas didesa berupa bantuan
permodalan kepada Badan usaha Milik Desa, program kesehatan
termasuk penanganan stunting, dan parirvisata skala desa sesuai
dengan potensi dan karakteristik d,esa serta program atau kegiatan
lain

13)Bi'T Desa sebagair:rana dimaksud paria Poin zl iFJmpatJ huruf'b rtiatas
dilaksanakan rlengan ketentuan paling sedjkit 10 ah dari t.otal pasu Dana
lfesa clan paling i:anvak 2syo riari total pagu da,a desa.

14)I3IJ l)esa ditetapkan sehesar Rp. 300.000 {'riga Ratus Ribu Rupiah}
untuk buian pertiln:a sarnpai ciengan hulan ker clua Lreias per kexgarga
perrerima manfaat

D, Persyaratan Penyaluran Dana Desa

{ 1} Penyai*ran Da,a Desa dilaksanakan seterah KpA tsuN penyaluran l)ana
Dana Desa, insenti{ otonomi khusus dan keistimewaal menerirna
dokurnen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap
dan benan- sebagaimana dimaksud pada huruf c poin {g}, dengan
ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai ApBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahtrukuan Dana Desa;

3. Daftar Rekening Desa

b. Tahap II berupa:

i. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana rJesa
tahun al]ggararr 2A2Z; dan

2. Laporan realisasi perryerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rend,ah
sebesar 50% {lima puiuh persen} dan rata_rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar ss % (tiga puiuh lima persen)
dari Dana Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyer
aparr paiing rendah sebesar 907o {semtrilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling read.ah sebesar
75% {tujuh puluh lima persen} dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan sfunting tingkat Desa tahun
anggare& Z*ZZ.

b.

C.

x
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{2i Penerimaan dokulneu penvaiuran sebagairnana rlirnaksucl pada 6engan
ketentuau rl,aktul:

;r" Tahap I paling larnbat ta*ggal 23 Jirni tahli, ber:jatran

b. Tahap II pali,g iilmr:at tanggal 24 agust,s tahun irerialan
c:' 'lahap lli inr'nglkuti kebijakan langkah-iangkah akhir tahun sesliai

rl rngan ke tc-ntuan perat ura n perunria ng, un<la n gan.

E. Persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
1. BL'I'Da,a lJesa Buian.Januari sampai dengan Maret

lJokumen per:urchonar p*r,,,/aluran BLT Desa 'bular: ke 1

sampai dengan bulan 3 -yang terdiri dari :

a. surat permohoniln Kepala Desa tentang permohonan

penyaluran BI-T Bulan Ke 1 sampai dengan bulan ke 3
b. Rekomendasi Camat.

c. Peraturan Desa tentang ApBDes Tahun 2A,25

d- peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Dana Desa ?ahun ZO2Se 
ri::-::#'["T;";:"Hjffi::,:,r:;_ffi
paiing lambat tanggal 12 Mei ,2A23;

'2. Bl;T Ilana Desa- I3r:lan Apdl sampa-i r1engan .Inni
r)okumen permohonan peflyaluran I3I-T llesa bulan ke 4

sampai dengan bulan ke 6 yang tercliri dari :

a. surat permohonan Kepala Desa tenlang per.mohona,

penvaiuran BLT Ruian Ke 4 sampai dengan buian ke 6
b. Rekomendasi Camat

c. Laporan pembavaran BLT Desa buian ke 1 samprii
dengan bulan ke 3 dan melakukan perekaman reatrisasi
jumlah keluarga penerima manfaat tsLT Desa

d. Peraturan Kepala Desa il'entang Iienetapan keluar:ga
Penerima Manfaat {KpM) BLT Dana Desa rlaram Hal
terdapat perubahan pada Jumlah KtrM

3. BL? Dana l)esa Bulan Juri sampai clengan september-

Dokumcn perrnoho*an penyaluran BLT Desa bulan ke T

sampai dengan bulan ke 9 yang terriiri rlari :

a" Surat Pei:nohonan Kepala Dtsa ieniar:g permohor:aii

penv61|s.*n BLT [Jula, Ke z sarnpai deirga, bulan ke 9
b. Rekomenclasi Camat

c. Laporan pemi:ayaran BLT Desa buian ke 4 sampai
dengan bulan ke 6 dan nelakukan perekaman reaiisasi

.jumlah keluarga penerima manflaat IILT Desa

a.
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d. peraturan Kepala lJesa Tentang penetapan keiuarga
Penerima Manfaat (KpM) BLT Dana Desa dala,r Hal
tefilapat perubairan pada Jumiah Kplvi

4. BI-'r'Dana Desa Bulan oktober sampai dengan Desernber.

r)okumen perrnohonan penyilluran BLT Desa br,lan ke 10
sampai <iengan Lruian ke 12 J-ang tercliri dari :

a' Surat Permohonan Kepala Desa tentang perrnohonan

Fenvalumn BLT Bulan Ke 10 sampai dengan bulan ke I2
b. Rekomendasi Camat

c. Laporan pembayaran BLT i)esa br-rian ke 7 sanipai
dengan bulan ke 9 dan melakukan perekaman realisr:si
jumlah keluarga Penerjma manfaat BLT Desa

d" peratura, Kepara Desa Tentang penetapan keluarga
Penerima ivianfaat (Kptuii BLT nana Desa daiam Fiai
terdapat perubahan pada Jumlah KpM

F.. Penyaluran Dana Desa Non BL? dana Desa

Fenyaiuran T'ahap I
1. Desa membuat clokumen permohonan pen_1.aluran Dana lJesa Tahap

I (satu) kepada Bupati meralui camat ),ang terrliri dari :

a. surat per:nohonan penyaiuran d.ari Kepala Desa {Form. 1);

b. Rekornenciasi uamaU

c. Peraturan Desa tentang ApBDes beserta lampirann-ya;

d' Dokumerr Perkades tentang Penjabaran APBDes beserta iampiran.
e. Dokumen DpA yang telah disahkan oleh Kepala Desa
i. Dokumen RKKI\ yang teiah riisahkan oieh Kepaia Desa
g. Dokumen RAK,vang telah disahkan oleh Kepala Desa

h. Dal-tar Cek list Dokumen persvaratan (Form. 3).

i. Fotocopv Buku rekening Desa

2. DPnlIPil membuat Surat Permohonan Penyaiuran Dana Desa iahap i
kepada llupati C.q Kepala BPKD clengan tembusan Sekretaris Daerah
dengan melampirkan :

a. Surat Permohonan penyalurarf;

b. Ifaftar nama l_resa penerima;

c. I)aftar Rekening Desa

3" BPKII meneruskan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II
kepada KPA Penyaluaran Alokasi Dana Khusus Fisik dan Dana l)esa
sesuai riaitar Desa penerima sebagaimana teriampir ciaiam surar
perrnohonan dari DpMpD;
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Penyaluran Tahap II
1' fJesa membuat dokumen perrnohonan penyaluran Dana l)esa tahap

ii kepada Bupati c.q DpfuipD meiaiui carnat dengan meiarupirkan :

a. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa
(Form. 1);

b. Rekomendasi Camat

c. I-aporan realisasi penyerapan l)ana Desa dan capaian Keluaran
Tahap I disertakan dengan pengantar rlari Camat;

d. Laporan reafisasi sebagaimana dimaksurl pada huruf c

menunjukan rata-rata reaiisasi pen3rerapan sebesar S}ct'a l Lima
Puluh persen ) dan rata-rata capaian keluaran sebesar 35% (T'iga
Puluh Lima persen) dari dana lJesa tahap I yang clisalurkan :

2. DPMPD membuat Surat perrnohonan penyaluran l)ana l)esa Tahap
Ii kepada Bupati c.q Kepaia iIPKD dengan tembusan Sekrer.aris
I)aerail dengan melampirkan :

a. Surat Perrnohonan pernbayaran;

b. Daftar Nama Desa penerima;

3. BPKii meneruskan persyararan penyaiuran t)ana Desa t.ahap iI
kepacla KPA Penvaluaran Alakasi llana Khusus Fisik dan Dana l)esa
sesuai daftar Desa penerima seLragaimana terlampir dalan: slrrat
permohonan dari DPMPD;

Penyaiuran Tahap III
1. Desa Dokumen permohonan penyalur.an Dana

dengan melampirkan :

Desa tahap lii

a. sul'ai perrnuh.rriari pen:yaiularr Darra Desa clar"i Kepaia Desa

(Form. 1);

Rekomenrlasi Camat

Laporan reaLisasi pen-yerapan l)ana Desa dan capaian
Keluaran Tahap iI disertakan dengan pengantar dari carnat;

;

ci. Laporan realisasi sebagaimana riimaksud parla huruf d

:ncnunjukan i'ata ;rairi rcalisasi pcil'rcr-apan scbcsar g0g,, (

sembilan Pr-iluh persen ) dan rata-rata capaian keluarar:
sebesar 75oA ( Tujuh puiuh Lima persen) dari dana Desa tahap
II yang disaiurkan ;

e. Laporan Reaiisasi Konvergeasi stunting tahun ZA,J2 ;

2. IIPMPD membuat Surat permohonan penyaluratl Dana Desa Tahap
lil kepada Bupati c.q Kepnla BpKD rlengan tembrusan sekretaris
Daerah dengan melarnpirkan :

a" Surat Permohonan Pemba-yaran;

b. Daftar Nama Desa Penerima;

b.

C.
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3. BPKD meneruskan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Ii
keparla KPA Pen-valuaran Alokasi Dana Khusus lrisik dan l)ana l)esa
sesuai claftar i)esa penerima sebagaimana terlampir ciaiam surat
perrnohonan dari DPMFD;

Pencairan dan Pembayaran

a Pencairan

Pencairan Dana Desa clilakukan oleh Benrlahara Desa pa<1a

Rekening Kas Desa setelah memenuhi persyaratan.

1i. Keiengkapan Dokumen

a. Pengelola kegiatan {TPK) mengajukan surat permintaan

Pembavaran {sPF) (Form. 10) Berdasarkan trtencana Anggaran

Braya {RAB} {Fonn.8 ) yang telah disahkan oleh Kepala Desa;

b. Penyusunan RAB berperir:man kepada ketentuan,yang berlaku;
2i," Verifikasi Dokumen

a. sekretarjs Desa r.vajib melakukan veriflkasi spP yang diusulkan
oleli Pengelola kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kepala

I_lesa;

b. Berclasarkan sPP -yang t.elah disahkan Kepaia Desa sebagaimana

ciimaksud pada huruf a, Kepala Desa mengajukan permohonan
pencairan kepnda Bank operasional Desa sesuai dengan surat
Keputusan Bupati;

c. RAB dan sPP seLragaimana dimaksud pada hi-rruf a disimpan oleh

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTpKD;

3|. Pencairan Dana

Berciasarkan keiengkapan ciokumen cian verifikasi sebagaimana suit
paragraf a tentang Kelengkapan dokumen pencairan dan sutr
paragraf b tentang verifikasi l)okumen, maka Kepala L)esa dan
Bendahara Desa melakukan Penarikan Dana Desa pada Bank
Supiier penampung RKD <iengan meiampirkan :

a) surat Perrnohonan Pencairan Dana oleh Kepala lJesa

tembusannya kepada Camat, DPMPD dan Inspektorat Kab.

Halmahera Barat.

b) Keputusan Kepaia Desa renrang Penetapan Rekening Desa;

c) KTP Asli dan foto copy;

di SK Pengangkatan Kepala Desa dan bendahara Desil;

e) Buku Rekening Kas Desa;

{ Tancia trukti penarikan yang ditanria tangani cian riibubuhi
stempel Kepala Desa dan tanda tangan trenclahara;

A



20

b Pembayaran.

Rendahara l)esa meiakukan pembavaran kepada TpK

berclasarkan Kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi dengan
lampiran-lampiran sebagai tterikut :

a. surat pernyataan tanggung _jawab beianial

b" Lampiran Buktj transaksi {untuk belanja bahan material kegiatan

pernbangunan);

s. Fengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa adaiah sei:agai

berikut :

a. Pengalvasan secara internai oieh Kepaia liesa secara rutin setiap

bulan sekali clcngan melakrikan perneriksaan adminlstrasrl clan

keuangan Dana Desa. l{asil pemeriksaan dimaksud dituang
dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (Form. 13 )

ir. Pengawasan oich Bacian Perrnus3iawaratan iiesa sebagaimana

diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

c. Pengawasan aieh masyarakat sebagai bentuk kontral sosiai

terhadap pelaksanaan Dana Desa;

d. Pengau.asan oieir Pemerintah Kabupaten .yang rneiiputi proses

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungl'awaban dan

pemanfaataannya;

e. Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagai aparat.

pengawasan intern Jrang merupakan pengawasan umum t-erhadap

Pemerintahan l)esa

f. Pengarvasan oleh aparat pengal rasan eksternal sebagaimana

tercantum daiam ketentuan Perundang-undangan ysng berlaku.

EI. Ferianggungiawaban tian Peiaporan Pertanggung Jawaban

Pertanggung jarnaban f)ana Desa terintegrasi dangan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk
pert.anggungjawaban ariaiah pemanggung jau,.aban rlPBDesa (Form. 14 ) .

I. Bentuk Pelaporan

i. Laporan Semester

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan

Dana Desa Kepadn Bupati C.q DPMPD melalui Camat setiap

Semester iFonn. i8 i sebagaimana 'fercar:tum pada iampiran 11,
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yaitu : semester I, paling larnbat mirrggu keernpat bulan Juli tahun
anggaran '2423 -yang rnenjadi salah satu persyaratan pencairan
i)ana Desa Tahap Ii tahun anggaran 2023; clan

1. Laporan Scmester Pertama terdiri dari :

a. Laporan Realisasi APBDes; dan

b. Laporan realisasi kegiatan.

2. Laporan Akhir Tahun

Kepala Desa rnenyilmpaikan laporan pertanggungjarvaLran

realisasi APBDes kepada Bupati meialui camat setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pefianggungjawaban tersebut riisampaikan paiing iarnbal
3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran trerkenaarl _yang

ditetapkan dengan Peraturan lJesa ]..ang terdir"i dari :

1. Laporan Keuangan tercliri dari:
a. Laporan reaiisasi nPBDes

b. Catatan atas laporan keuangan

2. l,aporan realisasi kegiatan; dan

3. Daftar program sektoral, program daerah dan program iainnya

yang masuk ke Desa.

Laporan akhir Kegiatan dari penggltnaan Dana Desa,

mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, rnasalah _yang

dihadapi clan rekomendasi penvelesaian hasil akhir penggunaan

IJana Desa iForm.19 i oieh rFK kepatia Kepaia i)esa -yang meiiputi

Laporan Perkembangan Kegiatan.

Laporan perkembanan kegiatan clisampaikan olch TpK

kepada Kepaia Desa berdasarkan penanggung jar,vaban

penggunaan desa yang diterima dan tahapan perkembangan

peleksanaan kegiatan sebagairnana {Form. 1S) elengan

melar:rpirkan :

. Reaiisasi -oiaya berserta iampiran i:ukti-bukri pembayaran;

. Foto kegiatan infrastruktur kondisi Ao/o, 4}o/a" 80Yo dan

100% ),ang diambil dari sudut pengambilan vang sama;
. l"oto -"-ang memperlihatkan orang sedang bekeria rlanlatau

meiakukan kegiatan secara beramai-ramai;

' !'oto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalarn

kegiatan pernbangu nan Desa;

. Foto -vang memperlihatkan pemtrayaran upah secara

iangsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Dcsa;

dan
. GamLrar purna laksana untuk pembangr"rnan infrastruktr:r

Desa.



72

. Laporan Evaiuasi Akhir Kegiatan.

Laporan Erraiuasi peiaksanaan Pemi:angunan Ilesa

-yang disampaikan oleh TPK kepada Kepala l)esa

dilaksanakan setiap semester -yaitu Bulan .Iuni Tahun

2023 atau Tahun berjaian dan i3ulan l)esember Tahun

20'23 atau Tahun berjaian meialui muslra\,arah Desa yang

rliselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan l)esa (BPD)

dengan agenda kegiatan :

, l,aporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada

Kepaia Desa (Forn. i6i ;

. Penyerahan Hasii kegiatan oleh TPK kepada Kepala

f)esa (Fonn.) ;

. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa

oieh Kepaia Desa kepatia EFD irerdasarkan iaporan TFIi

{Fot:n. 19).

1). Pendahuluan.

')1. Prograrn dan kegiatan Dana llesa/ Rencana

ponggunaan i)ana Desa.

3). Pelaksanaan Dana Desa

4i. Permasalahan yang dihadapi dan ripaya

pemecahan masalah.

5i. Perkembangan fisik 07i, sampai ciengan iS0%.

6). Penutup.

l,aporan akhir disampaikan selambat-lambatn-va

minggu ke 3 (ketiga) ,Januari tahun trerikutn-ya.

3. Laporan Realisasi Ferianggung jawaban APBDes atas

Penggunaan Dana Desa akhir Tahun Anggaran.

l,aporan realisasi penggunaan DiLna l)esa disampail<an per

3i Desember tahun anggaran 2t'23 iForm. 20 )

4. Laporan Capaian Output Kegiatan Dana Desa

Laporan Capaian Output liana Desa disampaikan parla

setiap tahapan penyaiuran sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Laopran Realisasi BLT Bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 12

Laporan Realisasi IILT i;ana Desa riisampaikan pada setiap

tahapan penyatruran sesuai ketentuan yang berlaku.
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II. Informasi Realisasi PertanggungJawaban APBDesa atas Penggunaan

Dana Desa akhir Tahun Anggaran 2029,

Informasi atas reaiisasi pertaanggungjarnaban nPBDes atas

penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2A23 disampaikan oieh Kepatra

I)esa kepacla mas.o-arakat melalui media sosial sesuai dengan kondisi

sr:sial rlan budaya setempat paling larnbat 3 (tiga) Bulan setelah

berakhir iahiun anggaran '2A';,3.

Infbrmasi sebagaimana dimaksud cli atas paling sedikit memuat:

laporan realisasi APB Desa;

a. laporan realisasi kegiatan;

b. kegiatan yang beium seiesai danlatau tidak reriaksana;

c" sisa anggaran; dan

d. alamat pengaduan.

ili. Fenyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa.

1. l,aporan Penggunaanfpenyerapan Dana IJesa pada saat

pengajuan perrnohonan penyaluran tahap frerikutnya.

Pen3;ampaian iaporan se-nagaimana dimaksuri poin i isatui

dilaksanakan melah-ri jahir struktural yaitu Tim Peiaksana

Desa dari rtriketahui Kepala Desa kepada 'lim Pendamping

Kecamatan.

Tim Pendarnping meneruskan iaporan sebagaimana

rlirnaksud pada point 2 (Dua) diatas kepada Tim Fasilitasi

c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa dan tembusannya disampaikan Kepada Camat.

J. Sanksi Penyaiuran Dana Desa

Sanksi Dana Desa Karena Tidak Melakukan perekaman

KPM BLT Desa dalam aplikasi OMSPAI{

Pemotongan Dana Desa karena iidak rnelakukan

perekaman Kebutuhan Bl,T IJesa Tahun '2023 paling larlbat

sarnpai dengan tanggal 12 Mei tahun 2023 maka dana desa

paling tinggi disalurkan 75o./o dari Pagu dana Desa setiap l)esa

Pemotongan Aias Sisa Dana Desa Di Ri{D

Pemotongan atas Sisa Ilana Desa di RKD akan rUlakukan

dengan ketentuan sisa dana rlesa tahrin angfiaran 2015 sarnpai

'2.

3.
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dengan tahun anggaran '2A21 di RKD yang belurn selesai

diperhitungkan paela penyaluran dana desa tahap III tahun

anggaran '242'2" akan diperhitungkan paria Penyaiuran riana

I)esa Tahap III tahun 2A'23.

Penghentian Dan / Atau Penundaan Penyaluran Dana Desa

Daiam hai terdapat pennasaiahan Desa, ber:upa:

a. kepala Desa dan/ a tau perangkat Desa melakukan Dana Desa

dan ditetapkan sebagai tersangka;

b. I)esa mengalami permasalahan aclministrasi, kelldakjelasan

status hukum, rJanl atau status keberadaan Desa; atau

c penyalahgunaan wewenang oletrr bupatifrvali kota terkait

pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang ticlak sesuai

dengan ketentuan perati-rran perundang-undangan,

fuIent-eri Keuangan c.q. Direktur ienrierai Perimbarlgan Keuangan ciapat

rnelakukan penghentian danl atau penundaan penyaluran Dana Desa

unt"uk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau t-ahun anggaran

berikutn-t a"

Br-rpati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum

penvalahgunaan llana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ a tau

perangkat Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalarn ha1 berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

\21, kepaia Desa danlatau perangkat. Desa teiah riiteiapkan se-nagai

tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian

penvaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. f)irektorat

-Ienderai Perimbangan Keuangan.

Penghentian rianlatau penunriaan pen.valuran Dana Desa nonBLT Desa

sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. surat perrnohonan dari bupati sebagaimana rlimaksud pada ayat

{s);

b. keputusan rianl atau stlrat rekomendasi riari Kement-erian Ilaiarn

Negeri danl atau bupati/walikota atas permasalahan Desa

sebagaimana dimaksrid pada a.vat (1) huruf b; atau

c. surat rekomenrlasi dari Kementerian Dalarn Negeri sebagaimana

dirnaksud pada ayat ii) huruf c, ber<iasarkan hasii kiariiikasi

Gubernur sebagai rvakil Pemerintah.

Penghentian dan/ alau penundaan penyaluran llana nonBLT l)esa

berdasarkan surat permclhonan dari bupati sebagainrana dimaksud parla

ayat {4i hurui a atau surat rekomendasi sebagaimana dirnaksuri pacia

ayat (4i huruf b dan huruf c dilakukan mulai Penvaluran Dana I)esa

nonBLT l)esa tahap berikutnya seteiah surat dimaksud diterima.

Dalam hal surat perrnohonan ciari bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hurui a diterima seteiair Dana Desa tahap III atau Dana I)esa

i2)

(3)

{+}

ts)

{5}



25

tahap Il untuk Desa berstatus l)esa mandiri tahun anggaran berjaiarr
disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk lahgn anggaran
2424 dihentikan.

{7} Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBL'I" Desa

sebagaimana dimaksud pada a3rat {5j dan ay-at i6) dilakukan melaiui
naskah dinas rf irektui' Jenderal Perimbangan Keuangan keparia:

a. Direkt.ur Jenderai Perbenciaharaan:

b. bupati; danl atau

c. Kementerian Dalam Negeri.

{8} Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penya}sronnya

sebagaimana riimaksuri pada ayat (4i hurui a rian hurui -n, ticlak riapat

disalurkan keml:ali ke RKD"

(q) Desa yang dihentikan penyaluran lJana Desa untuk non BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalarn Poin (a) huruf a, berhak mendapatkan
penvaluran iiana Desa r-rntuk nonBLT l)esa pacia tahun anggaran

berikutnl,a setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun
anggaran beq'alan.

(f 0i Pengecualian atas pengaturan seLragaimana dimaksud parla Iloin q
(Sem-niiani riiiakukan seteiah lvienteri Keuangan c.q. Direktur ien<ierai

Perimbangan Keuangan rnenerima surat permohonan pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa rlari bupati paling lambat. tanggal

15 Juni tahun anggaran berjalan.

i11) Surat perrnohonail pencabutan pengheniian penyaiuran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diterbitkan setelah terclapat

pencabutan status hukurn tersangka, pemulihan status hukum

tersangka, danf atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepnia

Desa.

(12) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sehagaimana clfunaksud

claiam Poin 4 iEmpat) huruf b, dilaksanakan setelah L4enteri Keuangan

c.q. Direktorat Jenclerai Perimbangan Keuangan menerima surat

rekomendasi pencabutan penghentian penyaiuran Dana lJesa ciari

kemetrterian negara/lembaga terkait danl atau bupati paling larnbaf.

tanggai 15 Juni tahun anggaran berjalan.

{131 Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin

i0 (Sepuiuhi atau surat rekornendasi sebagaimana dinaksud pacia Poit
4 ( Empat) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran be{alan,

Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnva sepanjang

Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(14i Daiam hai Desa diireniikan penysi111-*r, Dana Desa se"bagaimana

climaksud dalam poin 4 ( trmpat) huruf c, I)ana Desa yang telah

dialokasikan parla tahun anggaran berjaian dapat disalurkan kembali

dalam hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai

ciengan ketenl.uan peraruran perunriang-undangan.
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{15} Dalam ha1 pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana

dirnaksud pada poin L4 ( trmpat Belas) dilakukan setelah meiewati

tairun anggaran berkenaan, Dana Desa )'ang teiah ciihentikan tidnk

disalurkan kernbali.

(16) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal

bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perrrndang-undangan.

{17} Penyaluran kembali sebagaimana dimaksucl pada poin 14 ( trmpat }3elas}

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencleral Perimbangan

Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian

pen5raiuran iJana Desa dari Kementerian Daiam Negeri berciasarkan

hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakitr Pemerintah.

{18) Dalam hal surat rekomendasi pencilbutan penghentian penya}nran lJana

Desa setragaimana djr:naksud pada poin 17 ( Tujuh Belas) diterima

seteiah batas rnaktu penyampaian riokumen pers-varatan penyaiuran

tahap I dan tahap lI Dana Desa untuk nonBLT Desa yang tel*rh

dihentikan dapat disalurkan kembali.

(f q) Penyaluran kernbali l)ana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana

dimaksuci pada poin 18 ( Deiapan Beiasi dengan terlebih <iahuiu

memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

(20) I)alam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa

seLragaimana dimaksud riaiam Poin 4 i trmpati disaiurkan kem'oaii

set.elah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbarlgan

Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan

adm inistrasi da ri Kement.erian I)alam l*le geri.

l'Zij Direktur Jenderai Perimbangan Keuangan berdasarkan:

a. surat permohonan dari bupati sebagaimana climaksud pada poin

10 (Sepuluh);

b. surat rekomendasi dari bupati dan/ atau Kementerian Dalam

Negeri sebagaimana dirnaksucl pada poin i2 (Dua iteiasi ; atau

c. surat rekomendasi dari Kementedan Dalam Negeri berdasarka*

hasil klarifikasi Gubernur sebagai uakil Pernerintah sehagaimana

dimaksucl pada poin 17( Tujuh Belas), menerbitkan naskah rlinas

pencabutan penghentian penyaiuran Dana Desa untuk nonIlLT

I)esa disarripaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan,

bupati danl a tau Kernenterlan Dalam Negeri.

{22} Dalarn hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan

putusan pengatiiian yang teiair berkekuatan hukum t"etap atas

penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/ atau

perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang

ciiperhitungkan dan rnengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa l)ana

Desa di RKD.
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(23) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan

untuk mendapatkan iruktj setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud

pa<ia Pain'22 (Dua Puiuh ilua).

(24) Bupati menyampaikan brikti setoran ke RKUN seLragaimana dimaksud

pada poin 23 { Dua Puluh Tiga) disertai dengan surat permohonan berisi

penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran I)ana Desa, insenti! Otonomi

Khusus, rian Keistimewaan meiaiui Apiikasi Cfui-SPAi,{.

{25} Berriasarkan surat perrnohonan sebagaimana dirnaksud pada poin 24 {

Dua Puiuh [impat] , Lrupati melakukan perekaman nomor t-ransaksi

penerimaan negara pacia Aplikasi Oilfi -SPAN.

i2b) Daiam proses peiaksanaan perekaman nomor transaksi peneriuraan

negara sebagaimana dirnaksud pada poin 25 iDua Puluh Lima), bupati

harus rnelengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait.

dengan Dana Desn.

t27) KP.il BUN Pen-valulan Dana Desa, hsentii Otonomi Khusus, cian

Keistjmewaan melakukan proses valirlasi bukti pen_vetoran ke I?KUN

sebagairnana riimaksud pada poin 25 { Dua Puluh Lin:a) pada Aplikasi

OM-SPAN.

i2ui Daiam hai terriapat permasaiahan Desa yang clisebabkan

penl,alahgunaan \ /ewenang oleh bupati , Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Kei;angan dapat melakukan penundaan

penyaluran dana aickasi umunl -yang tidak ditentukan penggunaannya.

t29l Penunriaan penyaiuran uana aiokasi umum seiragaimana ciimaksuri

pada poin 28 (Dua Puluh Delapan) dilaksanakan trerclasarkan surat

rekomendasi penundaan penvaluran dari Kementerian Dalam Negcri.

(30) Penunrlaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada poin 28 {Dua Puluh

Deiapani dilakukan pacia periocie penyaluran ciana aiokasi ulnum

berikut.nya setelah sui'at rekornend:rsi sebagaimana dimaksud pada poin

29 (Dua Puluh Sembiian) cliterima.

{31) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana

<iimaksuii pacia poin 30 iTiga Puiuhi selresar 3% (tiga perseni dari jumiah

penyaluran dana alokasi ulrlullr pada periocle bersangkr-rtan.

(32) Penundaan dana alokasi umum sehragaimana dimaksud pacla 31 ( Tiga

Puluh Satu), ditetapkan clerrgan Keputusan Menteri Keuangan yang

riitandatangani oleh Direktur Jenrierai Ferimirangan Keuangan atas

nama Menteri Keuangan.

{33} Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksucl pada

poin 32 ( Tiga Puluh Dua), KPA bendahara umum negara penyaluran

transi-er ke ciaerah meiaksanakan penunclaan penyaiuran ciana aiokasi

umum.

{34i Penyaluran kembali rlana alokasi Lrmum yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada poin 32 ( Tiga Puluh Dua), dilaksanakan seteiah Direktur

ienderai Perixrbangan Keuangan *renerjma su1'at rekomenciasi

penyatruran kembali dari Kementerian Dalam Negeri. x_
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(35) Dalarn hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana

dimaksud pada poin 34 ( Tiga Puluh Empat) belum diterima sampai

riengan i0 isepuiuhl hari kerja sebeium tahun anggaran berakhir,

llirektorat .Ienrleral Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran

kembali dana alokasi untum yang ditunda.

{36} Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi uml-rm sebagaimana

ciimaksud paria poin 32 ( Tiga Fuiuh Duai, cian pen-vaiuran kembaii riana

alokasi umum sebagaimana dimaksr-rd pada poin 34 { Tiga Plrluh

trmpat) dan poin 35 { Tiga Puluh Lima) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil,

riana aiokasi umrim, dan dana eitonomi khusus.

IV. Sanksi pemotongan Dana Desa Karena Tidak Melaksanakan BLT

tahun 2ol23

Daiam hai Pemerintah Desa tidak meiaksanakan BLT Desa seiarna

I') ( Dua Belas) lfulan tatrun anggaran 2023, maka dikenakan

pemotor:"gan Dana Desa non BLT Sebesar 25"/o { Dua Puluh Li-ma persen)

dari penyaluran Dana Desa Tiahap II tahun anggaran 2024 ketentuan ini
ciikecuaiikan untuk Desa _vang tidak menerirna penyaiuran Dana Desa

tahun'2A23.

J. PENAIIGAITAIT PERMASALA}IA]T DAIIIA DESA

Penanganan Permasaiahan Dana Desa pacia tingkat Kecamatan.

Dalam ha1 penanganan permasalahan Dana Desa, Camat dapat

berkoordinasi dengan SKPD teknis.

K. PELAT5GGAE'AII TIIJ-K$NN.

Apabila tetjadi penyimpangair eitau penyalahgunaan Dana Desa oleh

penyelenggara di Desa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-untiangan yang beriaku.

a.

Ll.
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L. PTIIUTUP

Petunjuk Teknis Pengeloiaan Dana llesa adaiah saiah saru upaya
Pemerintah rlalam rangka rnend.orong terciptanya kemandirian Desa rlengan
upaya percepatan pembangunan Desa melalui penyediaan infrastruktur llasar
dan Pemberdavaan Masl-arakat Desa sehingga diharapkan clesa*clesa di
Kabupaten Haimahera Barat tiapat menentukan senriiri kebutuhan
pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama di ttirtrang
pengentasan kemiskinan, penciptaan iapangan kerja, peningkatan kesehatnn
dan pendidikan serta pemenuhan kebutr-rhAn sarana clan prasarana dasar di
Desa guna menuju Desa -yang mandiri cian sejahtera.

Ditetapkan di Jaiioio

Pacla tanggal t:1 1e-l6,sart ZO2s

BUPATI BARAT,

JA]VIES UANG

Diunriangkan di iailoio
parla tanggal ir febwari Za23

SBKRETARIS DAtrRA}{

I'4R UPATtrN HALMAHtrRA BARAT

RtrRITA DAERAI] KABUPATtrN HALMAITtrRA BAIGT TAHUN 2A23 NOMOR B

Kabag. Flu$pm & organisasi setda Kab. Halmahera lJarat

bina lV/a

Ass. Bid. Pem dan kesra

Ass.Bid Adm Umum

Kepala BPKAD

Kabag. Hukum & Organisasi

Mud,a Madya l\r/cl
NrP. 1966A42A 1992 03 1009

Saiinan sesuai riengan asiur_va,

Nip. 973A128 2SO5 *+ 1 0$9

^
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LAMPIRAN II PERATUR,AN BUPATI HALMA}IERA BARAT

airrC;iviOR U TAFiiJi.l 2023

TANGGAL Tf Fr0ou Al4ZaZS

CCII{T-OH FORNEAT

PEITGA"'UAIT DAIT LAPORAIE DAIIIA DESA

Form. 1 : Surat Perrnohonan Kepala Desa

Irorm. 2 Rekomendasi Camat
For:n. 3 : Daftar Cek List
Form" 4 : Surat Pernyataan'fanggung Jar,vab Kepala Desa

Forrn. 5 : Pakta Integritas Kepnia Desa

Form. 6 : Jadwal Pelaksanaan Pekeqjaan

Form. 7 : Rencana Penggunaan Tenaga Keria
Iror:n. IJ : Rencana Anggaran Biaya
Form.9 : Reaiisasi Biaya

rr^.-* 1 a1t, rrl rrr. .L \_/ : Sm:a*u Perrniniaan Peinba-1'aran (SPi.) oleh I'i.iiD/TPK
For:n. 1l : Surat Pernyataan Tanggung Jain'ab tselanja oleh PPKD/TPK

trorm. 12 : Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan oleh Bendahara Desa

kepada Kepaia Desa
F-orm. 13 : Berita Acara Perneriksaan Kas oleh Kepala Desa

Forrn. 14 Pertanggung Jawaban APBDES

Irorrn. 15 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan rlan Anggaran

Form. 16 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Fonn. 17 : Penyerahan Hasil Pekerjaan oleh TPK kepada Kepala Desa

Form. 18 : Laporan Semester

Form. 19 : Laporan Penggunaan Dana Desa

Form.20 : Laporan Realisasi Penyerapan l)ana Desa dan Capaian Output
Dana Desa per Tahapan
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Form. 1 : ContohSurat Pemohonan Kepala Desa

KOP DESA

Nornor :142.'2 I I 12O.. KePada

i-arnpiran : i (satu) Jepit Ytir. iSupati Fiaimairera Barat

Perihal : Permohonan Pt-'nyaluran l)ana Desa C.q Camat...'

Tahap I / TahaP II / TahaP III di

l,4engacu pnda Peraturan Bupati Hahnahera Barat lloti:or
Tahun .... tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan l)ana I)esa Kabupaten
Halrlahera Barat Tahun anggaran maka bersama ini kami
mengajukan peftnohonan penyaluran Dana Desa Tahap I / fi I i]I
(satu/dua/tiga) I)esa.....sebesar Rp...... (.........) beserta dokumen
pet"s.y aratan ( Let'iarnPiri .

Dernikian kami sarnpaikan guna menjadi bahan pertimbangan

dan dnpat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

H.epaia uesa.....

A
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Form. 2 : contohRekomendasi Camat

KOP KECANf,ATAT{.

RtrKOM trNDASl PENYALURAN

TAI{AP i TAfiUi'i Ai\iGGARAi'{ 2C,...

NOMOR :14'2 
"2 

I I -....

Yang bertanda tangan cii bawah ini :

Nama :

i.iiP :

Jabatan :

Dengan ini rnerekomendasikan bahrva :

1. RpJMDes, RKpDes, ApBDes beserta kelengkapan lainny'a telah diverifikasi a"tas

kehrenarannya dan keabsahannva serta telah diarsipkan di Kecamatan'

2. Dana Desa Tahap I (satulclua/tiga) tahun anggaran untuk

Ilesa......Kecam,itaft ..sebesar Rp".............i.........."...i ln<ihon rlniuk

clapat disalurkan ke Rekening Desa'

Demjkian rekornendasi ini <litruat ddengan setrenarnya untuk clipergunakan

sebagaimana mestinYa.

20...
Camat.

NIP
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Form, 2 : Contoh Rekomendasi Penyaluran Tahap Selanjutnya

KOP KECAivIATAiTi

REKOMENDASI PENYALURAN

]AHriP .... TAliUFi .....

Yang bertancia tangan rLi bau'ahini :

Narna :

NiP :

Jabatan :

Dengan ini merekomendasikanLrahr,va :

1. Penggunaan"..........bagi rlesa Tahap.......Tahun........telah direalisasikan
sesuai dengan rencana kegiatan.

2" Dokumen Sur:at Pertanggungjawaban (SPJ) untuk desa.......'lahap.....tahuri
......beser1a tandabuktinya terarsip rii kecan:.atan

3. Laporan realisasi perkembangan keuangan serta photo-photo kegiatan Tahap ".."
Tahiln .... terarsip di kecamatan, sebagai bahan lapornn kepada bupati melalui
DPMPD.

5. ... Tahap.... Tahun.... untukDesa.... Kecamatan.... ivlohon dapat
disaiurkan.

6. dan setemsnva ....

Demikian rekomendasi ini dibuat riengan sebenarnya untuk ciipergunakan
sebagaimana rnestinya.

Camat

NIP.
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Forrn. 2 : Contoh Pengantar Penyaluran

KOP KECAMATfu\

20...

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Perrlohonan

:"1?il"1;: 
tahaP

JaiLolo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor .".. Tahun .." tentang
pedoman Pengetr"olaan Keuangan Desa. Ilersama ini kami sampaikan permohonan

penvaluran......... tahap I Tahun....., untuk desa:

sebagai bahan pertimbangan Bapak tlersama ini kami lampirkan :

i. Rekomen<iasi Kami berciasarkan hasii peneiitian terhadap keiengkapan
persyaratan pengajLlan...... ........;

'2. Suratpernyataantanggungiawab penggunaan..... .o1eh Kepala Desa;

3. Anggaran Pendapatan rlan BelanjaDesa iAPBDesa) Tahun Anggaran 20.'.

Iiemikian permohonan pencairan tairap....'..'.Tahun...ini kami

sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terimakasih'

Camat

Keparia:

Yth. Bupati HALMAHERA BARAT

Cq. Kepala DPMPD Kabupaten
I{ALMAHERA BARAT

di*

No Nama Desa Dana Desa/ ADD (Rp) NomorRekening

1

.)

f)et

.lumlah

NIP. .
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I'iomor

Lampiran

Perihal

KOP KECAMATAN

: 1 (satu) berkas

: I'ermohonan
pen-valuran......... 1-ahaP

tahun 20.".

Keparia:

Yth. Bupati HALMAHtrRA BARAT

C.q Kepala DPMPD KabrriPaten

FIAI,MAHtrRA BARAT

cii *

T,' i.lnl n

Sesuai dengan Peraiuran Burpaii Fiahrrairera

Pecloman Pengelolaan Keuangan Desa' Bersama

penyaluran........tahap ... Tahun'..., untuk desa :

Barai Norrrur= .... Tairun ."' ictritrng
ini kami sampaikan Permohonan

No Nama l)esa l)ana Desa/ ADD (RP) Nomor Rekening

1

Dst .

Jumlah

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

l. Rekomendasi pen,valuran' .'....';
,2. Surat pernyataan tanggung jarvab penggunaan.........." oieh Kepaia Ilesa;

3. Realisasi perkembangan keuangan dana desa'

Demikian permohonan penyaiuran ciana desatahap Tahun Ini kami

sampaikan, atas perkenan tsapak kami haturkan terimakasih.

Camat

NIP.

d
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I)AFTAR CEKLIST

DOKUMEN PtrRSYARATAN PtrNYALURAN DANA DtrSA

'I'AHAP......KBCAMATAN.......

TAIJUN ANGGARAJ.I 20".

NO Uraian Dokumen
Verikasi Keterangan

Ada Tidak
1 2

/)
rJ 4 5

t Perdes RPJMDeS
,2 Perdes RKPDeS
-.) Perdes APBDeS
4 LPPD tahun .

5 SK Kades tentang
Pengangkatan TPK

6 RAB
7 SR]
B Rukti Pembayaran Pajak
I Laporan Semester
1Li I-aporan Rcalisasi

Penggunaan DD
11 Laporan Realisasi

Penyerapan dan caPaian
outPut

L2 Dokumentasi Kegiatan
13 D11

Tim PendamPing Kecamatqn

No Nama Jabatan Paraf

1 Ketua
2 Sekretaris
J Anggota
At Anggota

tanggai....."..20...

Camat".......

(....................)
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Form. 4 : Surat Pefllystaan EangEuagnlawab

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN BBR'TANGGUNG JAWAB

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

.Iabatan : Kepala Desa

Kecamatan ........ ....... Kabupaten Haimahera Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjar,vab penuh atas kebenaran terhadap penggunaan ... Tahun
Anggaran 'lahap ...... sebesar Ro. ...... sesuai dengan Peraturan
Bupati Halrnahera Barat Nomor .".... Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan l)esa di Kabupaten l{almahera Barat.

'). Bersedia diudit- secara independen sesuai dengan ketentuan peraturar:t
peru n<1ang-unri angan.

3. Apabiia dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimirulkan
kerugian Negara. Saya bersedia menS'etorkan kerugian Negara tersebut ke Kas

NegaralDaerah.

4. Dalam ha1 terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang

bersumber dari penclapatan desa ....... Tahun Anggaran 20.. Kecamatan "....
1-,irrjadi ianggring ja'*'ab Kcpaia Dcsa daiain kapasiias seb'agai lleiiiegang

Kekuasaan PengeloLaan Keuangan Desa {PKPKD).

5. Apabila dikemudian hari tr:rjadi penvimpangan terhadap kebenaran ctan

kelengkapan dokumen serta penggunaan dana tersebut sehingga menirnbulkan
kerugian negara, maka kaml bersed!.a mengganti dan meni'etolkan kerugian

tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntu baik pidana dan perdata sesuai

dengair hukum perat.uran perundang-undangan ysng trerlaku.

I-remikian surar pernliataan ini saya buat untuk ciipergunakan se"nagaimana

mestinva.

tuiengetahui,

Carnat

Kepaia Desa

Meterai 6.000

TTD dan CAP
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Form . 5 : Contah Pakta Integfitas oleh Kepala Desa

PAI{TA IITTEGRITAS

Saya,vang bertan<iatangan cii barvahini, daiam rangka Peiaksanaan Dana Desa Tahun

Anggaran 20...dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20..

.........Kecamatan ....... Kabupaten i{almahera Barat, dengan ini
menyatakan bahwa:

i. Tiriak akan meiakukan praktek KKI'I;

2. Akan melaksanakan clan bert"anggungjawab penuh atas dana yang kami terima,

serta akan dipergunakan sesuai dengan usulan secara bersih, transparan dan

akuntabel untuk memberikan hasil -yang keq'a terbaik sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan y'ang berlaku;

3. Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa saya berlaryi akan

melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan

mengerai:kan segaia kemampuan rian sumberdaya secara optimai untuk

memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan, dan

penvele saian pekerjaan;

4. Apablla sa]'a melanggar hai-hal yang telah sa-va nyatakan dalam PAkTA

INTEGRITAS ini, sa-va bersedia dikenakan sanksi rroral, sanksi administrasl serta

dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

20...

KtrPALA DESA DESA

MtrTtrRAi 6000
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Form. 7 : Rencana Pen{Eunaan Tenaga Kerja

... "Ta nggal. .. ..... ".. . "

DAFTAR CALON TF]NAGA KERJA

I)rsa :

1,1 ar.rm n t^ n 'l\i-i,.aliialLGlI .

Desa. ..'.., tanggai

Mengetahui
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan

Ketua

(".....-...."i

Keterangan :

L: Laki-laki
P: Perempuarr
A.RTivi : Anggota Rumah tangga tuiiskin

No
Urut

Nama
Umur

{th}
Alamat

Data Pritradi
Tancia Tangan

I Cap Jempol
Jempol Kiri

L v A-RTfui

1

,2

a
J

4
5

6

7

I
I
10
1la1

L2

i3
L4

Dst
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Form 8 : format Rencana Anggaran Biaya (RABI

RtrNCAI\iA Ai\iGGARAi.i BizlYA

IfESA KECAMATAN

.TAi_iiJ}i ATiGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan:
3. Waktu Pelaksanaan :

RinclanPendanaan :

tanggai

D ise tuj ui/ menge sahkan

KepaiaDesa

PelaksanaKegiatan

Cara pengisian :

l. Bidarug diisi dengun kade rekening berdasarkaru klasifikasi kelompok belar$a desa.
2. Kegiatan diisi derugan kode rekening sesual dengan urutan kegiatan datanz

APBDesa.
3. kalom 1 diisi dengan nomor urut
4. kalom 2 diisi denganuraian bentpa rincian kebutuhan dalam kegiata*.
5. kolam 3 diisi dengan uolume dapat berupa jumlah arang/bararug.
6. kotom 4 diisi dengan harga satuan gcLtlg merupakan besaran unfrtk nrcmbagar

orang/ barang
7. kolam 5 diisi derugan jumlatz perkatiaru antara kolam 3 dengan kolom 4.

NO. URAIAN VOLUME FIARGA

SATUAN

{np.)

JUMLAH

(Rp.)

1 ) lL

JUMI-AH {Rp.}
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Form. gjLaporan Realisasi Biava oleh TPK

REALISASI BIAYA KtrGiATAJ'(

DtrSA:
KECAMATAN :

Uraian

Voiume

Satuan
Harga
Satuan

tRp)

,Jumlah
APBDes

(Rp)

Jumlai-r

Lain

lRp)

Jumiah
Swadalra

{RplTotal
Dari

APRDes

udi i

Sumter
Lain

Dari
Sr,r,aclaya

1. BAHAN a b C
d=a-b-

C
e f g=bxf h=cxf i=dxf

tt

i)
1a)a.\).

Sub Tota-1 1) Rp... Rp.. Rp".

2, ALAT
)1

z -,1

Sub Total 2) Rp.. Rp... Rp..

3, UPAI{
11
1?

J.J

Sub Total 3) Rp.. Rp.. Rp...

Sumber l)ana

Totai Biaya
Kegiatan

Rp..

'Iotal Biaya
Sumber Lain

Rp..

Total Swadaya Rp..

Totai Biaya (

Kegiatan +

Sumber +

Slvadaya)

Rp...

Men-v*etu.jui

Kepala Desa

i................".i

I)esa. , tanggal........2018

Peiaksana Kegiatan
Ketua

(..... . -............i
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Form. 1O : Surat Permintaan Pembayaran {SPPI oleh TPK

SUI?AT PERMii{Tr!,1r\ PtriviBAYARAN ( SPp )

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

i. Biriang :

2. Kegiatan:
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NC). URAIAN PAGU
ANGGARAN

PENCAiRA}{
S.D. YG

LAI,U

PERMINTAAN
StrKARANG

JUMLAFI
SAMPAI
SAAT INI

SISA
DANA

(np.) {np.) Bp.) inp.) (np.)

JUMLAH

Telah dilakukan verilikasi

(\^l-,--.-t,--J^ n-SeKretaiis uesa

Setuiu untuk riibayarkan

KepaiaDesa

tq n <r<rq I''* - 'ba)'

Pelaksana Kegiatan

Teiah ditrayar iunas

Rendahara

Petunjuk pengisictrt:

1. Bidanct diisi dengan: kacle rekentr4l berdasarkan kktsifikasi kelornpok belanja desa.
2. Kegiatan diisi denqan lrcde rekerdng sesirai dengan urutan kegiu.tun dalam APBDesa.
.i. Kalant 7 rlengan. rtornor urut.
4. Kolom 2 diisi clengan rincian pettggutla{Ln dana sesuai rencaila kegiatcm.
5. Kolam.S dirsi clengan rincian pagu da.no sesuai dengan rencana ltegiatcu'r.
6. Kotam 4 diisi dengan rhrcian jurnlah antggarant yattg telah dibagar sebelunvtya.
7. Kalom 5 cliisi dengan rintjsn ganry1 dimirftakart untuk dibagcr.
a. K<tlom €, di.isi clqttgant jurrJai'r perzritfann <lata sampo-i. *aat iti.
c). Kolorrr 7 dLsi dettgatr sisa anr{yarur',
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ForJ. 11 : $qrat Fernvataan Tangerung Jawab Belaaia oleh TPK

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DtrSA KBCAI.{ATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan:

Buktibukti pengeluaran atau belanja tersebut rliatas sebagai terlampir, untuk
keler:gkapan arlminisfrasi dan pemerika-saan sesuai peraturanperr-:ndang-t-rnclangan

Demikian surat pemyataan irri dibuat dengan sebenarnya.

tanggal

Pelaksana Kegiatan

Co.ra, pengisian:

].. Birlang diisi clengan kode rekening berdssarkarL l;losifikctsi kelompok belanja d.esa"

2. KeEctturt cliisi rlengan kode rekeniltg sesuni dengan urttttnt kegtatatL d.aLam APRDes*.
Ji. Kalorn 1 diisi dengart rtnmor urut
4. Kolom 2 diisi dengart peneirna. pemban1ctra.ll. Uang adrt di bukti belar$a
5" Kolorn 3 diisi denganturuktn keperlttan belarujtt
6. koloru 4 diisi dengcLnittntlah belania
7. baris jumlah diisi iumlah keselu.nthmt

NO. FBNtrRIMA URAIAN .]UMLAFI

(np.)

"t 2 n A

.jUI4LAH (Rp.i

x
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Form. LZ : Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan oleh Bendahara Desa
kepada Kepala Desa

LAPORAN PERTANGGUNGJA\A/ABAN BENDAHARA DESA

DESA KECAMATAN

.l},HUN ANGGARAN

Yth. Kepala Desa

Desa.....

Melalui Sekretaris Desa ......

ciiTempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Halmahera Barat No...... Tahun .... Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa , bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa ......... sbb :

e" Kas Tunai

A.1 Saldo Awal

A"2 iumlah Penerimaan

A.3 jurniahPengeiuaran

A.4 Saldo Akhir

B. Kas di Rekening Kas Desa

8.1 Saldo Awal

9"2 Jumlah Penerimaan

ts.3 juiirialr Perrgeiuararr

8"4 Saldo Akhir

C. Rekapiiuiasi Posisi Kas cii Bendahara Desa

Rp.

Rp.

Rp.

B.L

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

c.1

c.7

c.3

Saldo di Kas Tunai

Saldo di Bank

Saicio Toiai

Rp.

Rp.

Rp.

ue**a*ar3

20..
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Form. 13 : Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Kepala Desa

BERI'TA ACAfrA PENfiERIKSAAS KAS

Pada hari ini....tanggal....bulan...tahun. ...Yang bertanda tangan di trarn.ah

ini :

i.[ama :...
Jabatan :......"..
Keterangan : Ditunjuk sebagai penanggung jarvab Tim Felaksana Desa

dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
Nomor......tanggal.... " "......

Teiair meiakukan pemeriksaan kepacia :

Nama, :. ... . ...

Jabatan : Bendahara Tim Pelaksana Desa
Keterangan : Ditunjuk sebagai Bendahara Tiin Pelaksana Desa elengan

Surat Keputusan Kepala Desa"
Nomor....... ".mnggai.... ".....

Dengan hasil sebagai berikut :

Jumiah uang diterima : Rp.......
.i umiah uang -yarrg riipertanggungl'arvabkan Rp. . . .

Saido Kas
SaldoBi-tku

Demikian berita acara ini riibuat dengan sesungguhnya.

Yang riiperiksa Yang Memeriksa

(................i (................)
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Form. 14 : Laporan Pertanggirng Jawaban APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DBSA

PEMBRINTAH DESA.

TAHUN AI\IGGARAN 24...

KOI]E
RtrKEI\iIN

G

URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAFI
REAi-ISAS

I

{np.}

I,trBIHI

KURANG

{ltp )

KET.

l ,2 J 4

1 PtrNDAPATAN

I 1 Perudapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Srvadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

1 1 -J Lain-iain Pendapatan Asli
Desa yang sah

1 2 Perudapatan Transfer

I 2 1 Dana Desa

1 2 2 Bagian
rl o ril.r a c il no ia lzR' rpl rih I r c ir-l n cuur uauerri,

rahkabupaten/ kota

1
,2 4

J fokasi Dana Desa

1 2 4 BantuanKeuangall

1
L 2 4 1 BantuanProvinsi

1 2 4 2 BantuanKabr-rpaten I I{ota

1 3 Pendapatan Lain lain

1 J 1 Flibah dan
Sumbangandaripihak ke- 3

,r'ang tidakmengikat

1
n
\-) 2 Lain-iain Pen<lapatan i)esa

yang sah
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JUMLAH PBNDAPATAN

Bidang P eng eleng g ar aaruP em
erintahan Desa

PenghasilanTetap dan
Tunjangan

Pe nghasilanTetapKepalaD
esa dan Perangkat

BelanjaBarang dan Jasa

- Pakaian Dinas dfanAtribut

- Alat dan BahanKebersihan

Air, Listrik, dasnTe lepon

Belary'a Modal

- Meja dan Kursi

BeianjaBarang dan Jasa

- Pengganclaan d

- TunjanganKepalaDesa dan
Perangkat
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- KonsumsiRapat

2 1 4 Operasional RT/ RW

,2 i 4 ,2 t3elanSaBarang rian Jasa

- ATK

- Penggadaan

- KomsumsiRapat

ri qt

2 2 BidangPelaksanaan
Pembangunan Desa

2 2 1 PerbaikanSaluranlrigasi

2 '2 1 2 BelanjaBaralg dan jasa

- UpahKeria

- I-Ionor

- dst..

2 2 1 2 Belania Modal

- Semen

- Material

- dst.

2 2 2 Pengaspalanjalandesa

2 2 2 ,]
4 BelanjaBarang dan Jasa :

_ r r^^1-T1^;^u iJair[Lr-Jd

- Honor

- dst.

) t a1 ,
L, Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst"

a ,2 3

d
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JUMLAH BELANJA

BidangPembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ke tentram an dan Ketertiban

BidangPembe rdayaan
Masvarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa cian Perangkat

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

a
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SURPTUS / DEFISTT

a
J PEMBIAYAAN

J 1 P e n e rima ctruP e mb i ag a an

.)
J 1 1 SILPA

n.) 1
t

.1
Z

:,-- - r\- .!^,- ---,rcilt au all uaiiA L.auarigail

o.) 1
/)
{-) Hasil KekalraanDesa Yang di

pisahkan

JUMLAH ( RP )

2 P e ng elu ar anP e mb iay a an

J '2 1 PemLrentukan Dana
Cadangan

n 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAII { RP }

DISETUJUI OLEF{

KEPALA DESA
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Form. 17 : Format Penyerahan Hasil Pekerjaan oleh TPK kepada Kepala
Ir,GSA

CONTOH BtrRITA ACARA StrIA\H TtrRIMA PI'KERJAAN DARI TIM PENGtrLOLA
KtrGiATAN (TPK) KE KEP.A\LA DtrSA

TIM PEN6ELOLA KEGIATAhI

DtsA.....................KECAMATAN...................................KABUPATEN HALMAT-tERA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan / Kegiatan '.

Kecamatan :

Xabupaten : Halmahera Barat

iditulis dengan huruf), karni yang bertanda tangan dibawah ini :

1.. {Kepala Desa)

Seiaku i(epaia Desa ...................""....., seiarijutnyi; ciisebut sebagai pii-iAK (ESATij.

2. (Tim Pengelola Kegiatan)

PejabatTim Pengelola Kegiatan {TPK) Desa ,dalam hai ini bertindakuntukdan atas namaTim Pengelola Kegiatan

/Tpk\ na<: Vrno halrl:m:t rli col:nirrlnri: riicahr'* <ph:o:i D|H,A.( y.EDUA.--*"b- '
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I,APORAN R}IALISASI PENGGiJNAAN I}ANA DESA
SEMESTtrR I/ II TAHUN ANGGARAN 20...

Ptrh{ERINTAH DtrSA.....
KtrCAMATAN.....

Pagli Duna I)esa : Rp.........

Uraian Penerimaan Pengeluaran Sisa

{Rupiah}
1 2 a.) 4

1. Pendapatan
i"Jana Desa

- Penyaluran 1

- Penyaluran 2

2. Belanja
Bidang Pembangunan Desa

* Kegiatan
- Kegiatan
- Kegiatan

Bidang Pem trerda}zaan M asyarakat
- Kegiata_n

- Kegiatan....,........
- Kegiatan

Bendahara Desa

Desa""...iang;ai
Disetuj'ui

Kepaia Desa

(. ................." i
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LAP'3RAI,{ REALiSASI pE,iiytrR\pfri'i DAN cApAiAi{ oiirur iiANA DESA
TAHAP r / rr TAHUN ANGGARAN 20...

PEMERINTAH DtrSA....,
KtrCAM.A,TAN......

Pendapatan Tarnsfer

- Tahap Kedua
J U]\,{ LAi-I PENDAI'ATAN

Bidang
Penyelengga_raan
Pemerintahan Desa
- Kegiatan...........
- Kegiatan.........
- Kegiatan.........

Bidang Pembangunan
Desa
- Kegiatan
- L'or.ia+^-- Kegialan.........
- Kegiatan.........
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
- Kegiaiarr.............
- Kegiatan.............
- Kegiatan..."........
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
- J{cryi o ta -r\\brurqri....

- Kegiatan.............
Kegiatan...

.]{JM],,AH BtrI-A}J.IA
PEMBIAYAAN
Pengeluaran
Pembiayaan

3.1.
2

Penyertaan Modal
- Modal Arval
- Pengemhangail

Usaha

Fore. 2O : LaPoran Realisasi Penyerapan Daua Desa dan capaian output D"o"
Desa per Tahapan
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JUMLAH PtrMBIAYAAN
JUMLAH (

PENDAPATAN-
BELANJA-
PtrMI]IAYAAN )

BENDAHARA DESA KtrPALA I}BSA

Ditetapkan rii .Jaiioio

Pacla tanggal lt Telx,.tad 2023

BUPA?I

JA*IES UANG

Diunciangkan rii .iaiioio

pada tanggal 'h febrvani 2A'aJ

SEKRETARIS DAERAH

IiABU PATlri.ii i{ALiviA}itrRA EiARA'f'

BEI?ITA DAERAH I'ABUPATEN }IALMAHERA BAR{T TAHUN 2A23 NOMOR

SaLinan sesuai dengan asiinya,
KaLrag. I{ukum & organisasi setcia Kab. Haimahera Barat

I

Ass. Bid. Pem dan kesra

Ass.Bid Adm Umum

it{uda iviarl-va iVyd
NrP. i966042A 1992 03 1009

Pembin:r IVla
19730128 2006 i)4 1 {)Os

i.......................i i......."..............i


